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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
secara berdayaguna dan berhasilguna Kkhususnya
di bidang penataan kota dan penataan bangunan,
dipandang perlu meningkatkan status Seksi Tata

- Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah |
Tingkat II Banyumas menjadi Dinas tersendiri;

b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri
' tanzgai 29 April 1992 Nomor : 061/1094/SJ dan
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal ¢ Mei 1992 Nomor: 061 /13512
perihal Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata
Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,
maka perlu menetapkan Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota'dan
Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyvumas dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; :
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup;




4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

~3

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan
Organisasi dan.Tarakerja Dinas Perumahan Daerah
Tingkat Il

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah tanggal 22 Nopember 1982 Nomor
061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerin-
cah Dseran dan. Wilavah Tingkat II se-Jawa

Tengah;

Dengan .persetujuan  Dewan Perwaikilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah TingXat 1 Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan * : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN. SUSUNAN ORGANISAST
DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B AB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal ¥

Palam Peraturan Egerah ini yang dimaksud dengan

a. Pemeriatah Daevah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
I1I Banyumas,

b. gupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
Banyvumas; :

c. Pewan Perwakilap Rakyat M®Baerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Paerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

d. Pimas Tata Kota dan Tata Bapzunam adalah Dinas Tata Kota da
Tata Bangunap giyupaten Paeragh Tingkat ]I Banyumas
e. Kepala Dinas adglah Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan;




f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tata Koia das Tata Bangunan;
g. Unit Pelaksapa Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan.

B AB L]
PEMBENTUKAN
2o g aaslic i)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Kota dan Tata
Bangunan. ;

BiA R IEE
® KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah unsur Pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota dan Tata Bangunan.

(2) Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab -
langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Poa s al 4

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok
", a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Tata Kota

dan Tata Bangunan vang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan
oleh BRupati Kepala Daerah.

Pa s & k=5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4,

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai fungsi:

a. perencanaan, perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbing
an dan pembinaan terhadap urusan di bidang Tata Kota dan Tata

Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ;




(1)

(2)

(3)

pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Kkebijaksanaan yang
diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; ‘
pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap-
kan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;

pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas
pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
Kepala Derah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-~undang-
an vang berlaku 3

pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan
guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan
dengan peningkatan pelaksanaan tugas pokok ;

pelaksanaan ketatausahaan Yyang meliputi segala usaha dan
kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan,
peralatan dan perbekalan ; '

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala
Daerah.

B AB y
O R G A NI SA S 1
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan terdiri
dari

Kepala Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Tata Bangunanj

Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan;
Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman;

- 0 A0 O ©

Ke lompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, sedang-
kan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kgpala Dinas.




(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan ber-

tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimak-

sud Pasal 4 dan §
Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

‘ Pasal 8

\
Sub Bagian Tata Usaha mempunvai tugas melakukan urusan pengelo-
laan surat menyurat, periengkapan/rumah tangga, kepegawaian,
keuangan dan penyusunan laporan Dinas Tata Kota dan Tata Bangun-
an.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 , Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

8., pengurusan surat menyurat, penyusunan laporan, kearsipan,
perjalanan dinas dan urusan rumah tangga;

penyusunan rencana dan program kerja

perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi;
pengelolaan kepegawaian;

pengelolaan keuangan;

pengelolaan peralatan dan perbekalan;

m - 0 & 0 O

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

a. Urusan Umum;

0. Urusan ) ,Kepegawaian:




¢. Urusan Keuangan;'
d. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayaf (1)smasing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,

urusan rumah tangga, menyusun laporan, menge luarkan surat

perizinan dan dokumentasi serta perjalanan dinas.

Pasal 12
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kepegawaian. :
Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tuzas melaksanakan pengelolaan keuang-

an.
Paaal 14

‘Urusan Peralatan dan Perbekalan mémpunyai tugas melaksanakan
pengelolaan peralatan dan perbekalan, pengadaan barang, pemeli-

- 8 ‘ .
haraan inventaris dan pengaturan kendaraan dinas.

Bagian Keempat
Seksi Tata Bangunan

‘ : e T T B
Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan dan mengatur
Tata Lokasi Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota/
Daerah, menéatur tata cara dan memberikan pertimbangan teknis
atas permohonan izin bangunan. memberikan pertimbangan atas
benentuan retribusi yang berkenaan dengan masalah izin bangunarn .
serta melaksanakan pengukuran tanah dan bangunan berdasarkan




kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Seksi

Tata Bangunan mempunyai fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan teknis Tata Lokasi Bangunan
menurut jenis/fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan-keten-
tuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Kota/Daerah dan
persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ketentuan Peraturan
Ferundang-undangan yang ber)aku:

b. pembinaan teknis yang meliputi kegiatan dan pelayanan terhadap
masyarakat dan instansi-instansi;

¢c. pengawasan ‘dan pengamanan terhadap‘ pelaksanaan pembangunan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku; r'

d. pemberian pertimbangan teknis dalam rangka permohonan izin
mendirikan/merubah/membongkar bangunan ;

pelaksanaan pembinaan, pemberian keterangan tentang rencana

(]

tata letak bangunan, perkembangan atas penggunaan bangunan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku; - :

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Tata Bangunan terdiri dari
a. Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan ;
b. Sub.Seksi Perizinan Bangunan ;

¢. Sub Seksi Tanah dan Bangunan.

'
(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Bangunan.
Pasal 18

Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan mempunyai tugas & = ~f ~=2_3i"

‘a. mengatur tata lokasi bangunan/ gedung menurut jenis/fungsinya

dan membuat pedoman sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Kota/Daerah;:




b. melakukan inventarisasi atas bangunan—bangunan/gedung-gedﬂng
antara lain: peninggalan sejaran, pendidikan, rekfeasi, perda-
gangan, industri, tempat ibadah dan lain-lain 1empat pelayanan
umum;

c. melaksanakan pembinaan, pemberian keterangan tentang rencana
tata letak bangunan, pertimbangan atas penggunaan bangunan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 19

sub Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas

a. menviapkan pengaturan tata cara permohenan izin mendirikan,
meruban dan membongkar bangunan;

b. memberikan pertimbangan teknis permohonan izin mendirikan,
merubah dan membongkér bangunan sesuvai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

¢, mengawasi segala kegiatan perencanaaﬁ, pelaksanaan pembangunan
dan pengawasan terhadap koncdisi bangunan;

d. memberikan penyuluhan dan mengadakanp penertiban pelaksanaan

pembangunan.
Pasal 20

Sub Seksi Tanah dan Bangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-~
bahan pertimbangan seita me laksanakan pengukuran tanah dan
bangunan yang bersifat teknis dalam batas kewenangannya serta
memberi saran atas penggunaan dan pencegahan terjadinya perusakan
tanah dan fungsi bangunan berdasarkan ketentuan Peraturan Perun-

dang-undangan yang berlaxu.

i

Bagian Kelima
Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan‘
Pasal 21
Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas
merencandkan, melaksanakan dan mengawasi segala usaha untuk

menciptakan keselarasan, keserasian tata lingkungan dan tata

lokasi perusahaan serta memberikan pertimbangan terhadap permo-




Y
honan izin lokasi perusahaan, izin tempat wusaha berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Seksi

Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan meﬁpunyai fungsi :

a. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan segala usaha pem-
bangunan lingkungan untuk menciptakan keselarasan dan kesera-
sian lingkungan;

b. pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi serta pengawasan
terhadap permchonan izin lokasi pendirian perusahaan, izin
tempat usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yvang berlaku ;

c. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23
(1) Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan terdiri

a. Sub Seksi Tata Lingkungan:
b. Sub Seksi Tata Lokasi Perusahaan;
C

sub Seksi Hinderordonnantie (HO}.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1),masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepaia Seksi Tatsa Lingkungan dan

Tata Lokasi Perusahaan.
Pasal 24

Sub Seksi Tata Lingkungan mempunyai tugas me laksanakan dan menga-
wasi segala usaha pembangunan lingkungan untuk menciptakan kese-

larasan dan keserasian lingkungan.
Pasal 25
sub Seksi Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas mengadakan

“penelitian tata lokasi perusahaan dan memberikan pertimbangan

teknis serta pengawasan terhadap permohonan izin lokasi perusa-

haan.




Pasal 26

Sub Seksi Hinderordonnantie (HO) mempunyai tugas memberikan per-
timbangan teknis dan rekomendasi serta pengawasan terhadap permo-
honan izin tempat usaha berdasarkan ketentuan PFPeraturan Per=

undang—undangan vang berlaku.

BRagian Keenam
Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman
Pasal 27

Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukimén mempunyai tugas meren-
canakan, 'melaksanakan pendaftaran rumah-rumah dan bangunan-ba-
ngunan, kontrak sewa menyewa. memberikan pertimbangan teknis
tentang perpanjangan dan pencabutan izin yang berhubungan dengan
perumahan, menata dan mengendalikan pembangunan perumahan dan
penghunian serta mengendalikan pengawasap dan penertiban terhadap
penghunian (penempatan), penggunaan dan pengosongan rumah dan

permukiman. .
Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud Pasal 27, Seksi

Pengelolaan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : -

a. perencanaan dan penelitian penvelenggaraan pembangunan peru
mahan dan permukiman;

b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan rumah-tumah kontrak,
pendamaian sengketa rumah dan permukiman, sewa beli dan sewa
dengan atau tanpa jangka waktu:

¢. pemberian pertimbangan teknis, surat izin- penghunian bagi
rumah-rumah yang masih dalam pengawasan dan penguasaan
Pemerintah Daerah, Surat Izin Layak Huni bagi rumah-rumah
yang dibangun oleh Pemerintah, swasta, usaha koperasi dan
masyvarasat:

d. pengelolaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permu-

kiman;

/

¢. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.




Pasal 29

(1) Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman terdiri dari :

Sub Seksi Perizinan dan Persewaan;

cc

b. Sub Seksi Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Tata
Penghunian;
¢. Sub Seksi Penertiban.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) , masing-.
masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan

dan Permukiman.

Pasal 30

Sub Seksi Perizinan dan Persewaan mempunyai tugas melaksanakan
pendaftaran dan pendataan rumah-rumah dan bangunan, kontrak sewa
beli, sewa dengan atau tanpa jangka waktu dan memberikan pertim-
bangan teknis izin perumahan. izin layak huni, izin penggunaan

bangunan, izin lokasi pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 31

sub Seksi Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Tata Penghunian
mempunyai tugas melaksanakan penataan pengelolaan dan pengendali-
an pembangunan perumahan serta penghunian {penempatan) baik milik

Pemerintah, perorangan dan Badan Hukum swasta.

Pasal 32

Sub Seksi Penertiban mémpunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
penertiban terhadap penghunian (penempatan), penggunaan rumah dan
permukiman, memberikan teguran peringatan terhadap penggunaan
perumahan dan permukiman vang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku serta memberikan pertimbangan teknis yang berhubungan

dengan pelaksanaan pengosongan_dan bukti untuk proses peradilan. .




Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai .tugas me lakukan kegiat-
an vang menunjang pelaksanaan tugas Pokok Dinas Ta;q’Kota dgp
Tata Bangunan sesuai dengan keanlian bidang masingwmasing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub
Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional vang paling senior.

i
(3) Jumlah Jabatan Fﬁégsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis

: dan beban kerja.

(¢) Pembinaan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan keten-

tuan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

BAB V
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 34
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 3595

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Xkebijaksa-




naan vang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi serta
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Kota dan Tata
Bangunan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integra-
si, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal
baik dalam lingkungan mas ing-masing maupun dengan instansi lain

sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 37

(1)'Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Tata
Kota dan Tata Bangunan bertanggung jawab memimpin dan meng-
koordinasikan bawahan masing-masing dan memberikanvbimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mema-
tuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk

kepada bawahannya.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Kota dan Tata
Bangunan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan
selanjutnya Kepaia Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan

Kepala Dinas.

Pasal 38
Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan seba-
gaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpi-

sahkan dari Peraturan Daerah ini.




BAB V1]
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39
Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaku.
Pasal 40
(1) Kepala Dinas. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat 1 Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
(2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati
Kepala Daerah tanggal 29 Juni 1992 Nomor : 061/559/1992 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota dan
Tata Bangunan Kabupaten Daeral Tingkat IT Banyumas dan ketentuan

lain vang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 42
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala
Daerah. :

L




‘Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 24 Nopembe} 1982

_ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH st BUPATI KEPALA DAERAH
s .""‘:\\ s~ sy $

'KABUPATEN DAERAH TINGKAT II \{ff““;‘x!):"f».éff,}'r.-‘,"‘f}'l‘:\INGKAT I1 BANYUMAS

AN 773 PN
7\ BANYUMAS 18 N
s Vi
: i’," .y
\ D
o &
N @
SONO N
e 7

{5y




P RN E B ASATN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
‘NOMOR 11 TAHUN 1992
T'E NTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA
DAN TATA BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM.

Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Daerah,
demikian ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor
5 Tahun 1974 'tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Sebagai unsur pelaksana Daerah, Dinas Daerah bertugas melaksa-
*nakan urusan-urusan rumah tangga Daerah\sesuai dengan bidang

‘kewenangannya.

Dinas Pekerjaan Umum vang dibentuk dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun

o~ 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan
" Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, adalah merupakan
salah satu Dinas Daerah vang ada di Kabupaten Daerah Tingkat

I1I Banyumas yang diserahi tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan Kota-kota di Daerah
dan juga semakin meningkatnya Pembangunan perumahan dan permu-
kiman sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk, membawa
konsekwensi semakin meningkat dan meluasnya beban tugas yang
harus dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang-bidang terse-
but. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka lebih mening-
katkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Daérah'khususnya vang berhubungan dengan
‘masalah tata bangunan, tata lingkungan. tata lokasi Perusahaan

dan pengelolaan perumahan dan permukiman, dipandang perlu




meningkatkan status Seksi Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum
menjadi Dinas tersendiri.

Untuk melaksanakan maksud tersebut dengan Surat Bupati
Kepala Derah Tingkat 1II Banyumas tanggal 4 September 1991
Nomor 061/2700/51/91 diusulkanlah pembentukan Dinas Tata Kota
dan Tata Bangunan, vang di dalam perkembangannya ternyata
usulan tersebut mendapatkan 4%spon vang baik dari Pemerintah
Pusat, yaitu dengan disetujuinya usulan pembentukan Dinas
tersebut oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut dalam
suratnya tertanggal 29 April 1992 Nomor 061/1094/SJ. yang
ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tertanggal 9 Mei 1992 Nomor 061/13512 perihal
Pembentukan Dinas Tata Kota dap Tata Bangunan Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa tugas-tugas yang
ditangani oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan meliputi pula
tugas-tugas di  bidang Perumahan dan Permukiman, sehingga
tugas-tugas yang ditangani oleh Dinas tersebut menjadi lebih
luas dari wusulan yang diajukan yang semula tidak meliputi
tugas-tugas di bidang Pengelolaan Perumahan dan Permukiman.

Dengan mengacu pada surat persetujuan Menteri Dalam
Negeri dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tersebut, maka dibentuklah Dinas Tata Kota dan Tgta Bangunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat 11 Banyumas tertanggal 29 Juni 1992
Nomor 061/559/1992 tentang Pembentukan., Susunan Organisasi dan
Tataker ja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Banyumas.

Pembentukan Dinas tersebut hanyalah bersifat seméntara
dan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah yang menyatakan " Pembentukan Susunan Organisasi dan
Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan Pegoman‘yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ".

Sehubungan dquan hal tersebut, wuntuk menvesuaikan
dengan ketentuan Undang-undang tersebut perlu ditetapkan




| (81

Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah

Tingkat II Banyumas.

.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Sebagai unsur pelaksana DaeraQ,
Dinas Tata Kota dan Tata Bangun
an bertugas melaksanakan seba-
gian urusan Rumah Tangga Daerah
di bidang Tata Kota dan Tata
Bangunan yang pada dasarnya
mefiputi pelaksanaan tugas di
bidang Tata Bangunan, Tata
Lingkungan dan Tata Lokasi
Perusahaan. Pengelolaan Pe-
rumahan dan Permukiman. Urusan-
urusan tersebut, adalah merupa-
kan sebagian_urusan di bidang
Peker jaan Umum yang telah
menjadi Urusan Rumah Tangga
Daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor !4 Tahun 1987
tentang Penyerahan sebagian
Urusan Pemerintah di Dbidang

Pekerjaan Umum kepada Daerah.
Pasal! 4 dan 5 ‘ : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) huruf | ;. Cukup jelas

a sampai dengan e

Pasal 6 ayat (1) huruf f :*Yang dimaksud dengan "jabatan

: fungsional" adalah jabatan yang
meskipun tidak tampak dalam
rangkaian Struktur Organisasi
tetapi diperlukan 'untuk dapat

berfungsinya Organisasi terse-

but. Pembentukan jabatan sema-




Pasal 6 ayat (2) s/d (4)
Pasal 7 s/d 10

Pasal 11

Pasal 12

cam ini dimungkinkan berdasar-
kan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepe-
gawaian disamping adanya Jaba-
tan Struktural. Disamping itu
pembentukan "Kelompok Jabatan
Fungsional" ini juga dimungkin-
kan menurut Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tenfang Pedoman Organisasi
Dinas Daerah, khususnya dalam
rangka Peningkatan profesiona-
lisme dan pemberian penghargaan
kepada para pegawai yang mem-
punyai keahlian tertentu.

Cukup jelas
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "menge-
luarkan surat perizinan" adalah
melayani segala surat menyurat
yvang berhubungan dengan peri-
zinan yang dikelola oleh Dinas
Tata Kota dan Tata Bangunan,

sedang mengenai hak pemberian

perizinan tetap berada ditangan

Bupati Kepala Daerah.

Yang dimaksud dengan "pengelo-
laan kepegawaian" adalah me-
liputi perencanaan/usulan ke-
butuhan pengadaan pegawai ,
kenaikan pangkat/pemberhentian,
peningkatan pengetahuan dan
keterampilan pegawai sesuai

dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berla-
ku.




Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

$3

95
45

37

3

38

Bl 32

ayat (1) s/d (4)

s/d 36

ayat (1)

ayat (3) dan (4)‘

s/d 43

Lt

‘laan keuangan"

vang dimaksud dengan "pengelo-
adalah meliputi
perencanaan anggaran, pembukuan
dan pe:tanggungjawaban keuangan

Dinas.
Cukup jelas

Untuk keterangan jabatan fung-
sional lihat penjelasan Pasal 6

ayat (1) huoruf f.

+ Cukup jelas.

Pemberian bimbingan dan petun-
juk kepada bawahan dapat dila-

kukan dalam bentuk tertulis
atau lisan.
Laporan dapat tertulis atau

lisan tergantung kebutuhan.
Cukup jelas

Cukup jelas
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